SOP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP FP-%01 [ | - B - 06
Tgl. ditetapkan 30 -06 - b
Tgl Revisi -

Tgl. diberlakukan

ditetapkan oleh

SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIADI UYO,ME.
Pembina Utima*Madya (IV/d)
NIP. 195711191986031009

Alih Media Digital Pustaka Perpustakaan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Perhubungan

Komputer

jangka panjang

Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Spreadsheet Dalam

Dapat Mengidentifikasi Pustaka yang masih memiliki nilai guna

3 Memahami Proses Kerja Alih Media

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Pengadaan Bahan Pustaka

1 Komputer & Printer

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Keterlambatan dalam Mengerjakan Pembuatan Daftar Invetaris
1 Pustaka yang akan di-Alih Media dapat mengakibatkan 1
Keterlambatan Kegiatan Perpustakaan Lainnya.

Cara Mengatasi

membuat jadwal reguler dalam melakukan inventarisasi

pustaka yang akan dialih media

Daftar Inventaris Pustaka yang akan di-Alih Media

2 Arsip secara elektronik dan manual

Pelaksana Mutu Baku ]
Kepala Bagian -
. Kepala Sub
: : Sekretrais Data, Pengolah bahan Ket
No Uraian Kegiatan Baden Litbang | Hubungan | o E.“g“‘."dm Publikasi dan Kelengkapan Waktu output
Perhub! Masyarakat d P 1 erbitan
ubungan sPyua: leat dan 0 pen
menginstruksikan aftar pustaka
1 |pelaksanaan alih media ‘- 1 @ p L 1 hari disposisi
perpustakaan P
draft rencana
4
g [menyusun rencana pustaka L 1 disposisi 1 hari pustaka
yang akan dialih mediakan L 5po! dialih m ]ml
mengkensep daftar v draft rencana Kon
. sep Daftar
3 [inventarisasi pustaka yang —1 1 pustaka yang dialih
L dialih medial E_..[ il Inventaris Pustaka
i Al Pustaka-Pustaka Memilah Pustaka yang akan
y Pt Y:ing 1 yang akan Di-alih dialih-media dan Mengambil 1
Dialih Media media Eksemplar saja dari setiap judul.
Format ) Membuat Format Spreadsheet
2 Spreadsheet 2 Kertas Kerja seperti lampiran 1
Menghitung Jumlah Halaman
Pustaka (Laporan Akhir, Eksekutif]
, dan Lampiran /Lain-
lain (Jika ada) yang bernilai guna
3 Jumlah Halaman 3 Jumlah Halaman panjang. 3B.Jika sekiranya
terdapat halaman yang tidak
Melakukan inventarisasi 28 Hari bernilai guna, halaman tersebut
pustaka yang akan dialih tidak dimasukan kedalam
4 | mediakan dan Memberikan hitungaan
Daftar Pustaka Ke Vendor
untuk Dialih-media Mencatat Pengarang, Tahun,
Formulir Data 1 Judul, Halaman Laporan Akhir,
4 Pustaka yang akan 4 Data 1 Pustaka Halaman Eksekutif Summary,
di-alih media Halaman Lampiran (lain-lain), dan
Jumlah Halaman.
Konsep Daftar Daft Melaporkan Hasil Deftar
5 Inventaris Pustaka 5 E‘m’e‘gﬂ Pustaka Inventaris Pustaka kepada Kepala
satu Pelaksana ventans Subbag Perpustakaan.
diokumen serah
6 terima pekerjaan
alih media
1




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian
o Ursien Kegiatan Sekretrais Data, K“gﬁ“" Pengolah bahan
Badan Litbang | Hubungan P Publikasi dan Kelengkapan Walktu output
Publikasi dan N
Perhubungan |Masyarakat dan Perpustakaan penerbitan
Publikasi P
1
Menerima Portable Document v . Menerima Pustaka
5 [Format PDF) hasi ] Dolaumen Serah Terima | | | ieventais
pemindaian Peketjaan Alih-Media PDF.nya
¢ |memeriksa hasil pustaka PDF l.._‘ Menerima Pustakayang | . . [PDF pustaka yang
hasil pemindaian di-inventarisir & PDF-nya| ° "®" |telah diperiksa
A 4
7 |menerima laporan Pustaka D Menerima Pusteka yang  harl PDF pustaka yang
Hasil Pemindaian di-inventarisir & PDF-nya telah diperiksa




SOP
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORT/ SI ANTARMODA

Nomor SOP Xp- 8oV /A (s -pTANE - 90\

Tgl. Ditetapkan o Aull go\l

Tel. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Ditetapkan Oleh KE} \LA

PUSAT PENELITIAN [ AN PENGEMBANGAN

TRANSPORTAS: ANTARMODA
—

Ir, IMRAN RASYID, MBA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610904 198703 1 001

Konvensi Rancangan Standar Kompet

ensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentzng Angkutan
Multimoda

Peraturan Menteri Perhubungan Nemor PM 8 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

L)
P

3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TFransmigrasi Nomor 8 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Komipetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)

. Peneliu dan/atau orang vang mempunyai pengstahuan, kemampuarn
dan kemauan untuk melakukan penyusunan Standar Kompetensi
ikerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dapat mengoperasikan kemputer
- Dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain

. Mengetahui Tata Cara Penetapan Standar Kompetens: kerja Nasiona
Indonesia (SKKNI)

1
i

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Pembahasan Internal Penyusunan RSKKNI 1. SK Tun Peneliti

2. SOP Verifikas: Internal Penyusunan RSKKN! 2. TOR

3. SOP Verifikasi Eksternal RSKKNI 3. Komputer (software dan hardware)
4. SOP Prakonvensi RSKKNI 4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila laporan REKKN! hasil Konvens: tidak sesua; dengan hasil
yang diharapkan rmaka harus dilakukan pemhahasan internal
kembali

. Apabila tim dalam melaksanakan rapat pembahasan internal tidak

sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka penyelesaan SKKN] akan
terlambat

Apabila administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan nduk
lengkap maka akan berakibat proses penyelesaian RSKKNI

—

Cara Mengatasi

A5 Realisasi tim melaksanakan rapat pembahasan internal RSKKN]
<. Dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan
3. Arsip secara elektronik dan manual

4 Penatapan SKKNI dapat disoisialisasikan aan dapat digunakan
sebagaimana mestinyva

1. Menyusun laporan RSKKN] sesuai dengan sistematika dan substans:

2. Membuat penjadwalan pelaksanaan penyusunan RSKKN]
3. Tertib dalam administrasi pelaksanaan kegiatan




Peluksens Muttu Bake
No Uraian Kapuelithang R = Prhak Ke-ll | Narasumber)
Kegiatan m-haeﬁu " Litlayuza !lnll:::. Tata K Kert | Praktini fsub lenghap Ui o Keterangan
Anatrmoda sy (Penunjang) rans or/aektor
M intahk
1y iy v e D embar disposisi Ljam  [Disposisi
2 [Menginim laporan peakonyensi SKKNI ke Konsep Surat dan b |Furat pengiaman dan
Kemenaker |:‘] Laparan RSKKNI i laporan
3 Menenma dan mengoreks; tuparan oo
peakanvens RSKKN! Laparan REASN 2 minggu Ihasil korekai RSKKNI
4 bt
. I S . : laparun BINKNIdan | Hiaporan RSKKN dan
untuk perbsikan lembar disposis P
§. | ::m: ::n'::&:mm Fasil ‘ ::'::’:;ﬁ:;‘l" U1 Ybabn [hasis koreksi RSKKM
Memvetajui hasil korekst prah i dan l {Laporan hasi korcks) g 2
6 [memenmtankan pelaksamiag Konvenss RSIKNI dawn fembar | 1 mingzy Juaporan hasil koeeksi
REEXNT |aésposisi RSKKNI dan Jisposisi
lembar despanay, Nota
[diws blan
Meneram perintahi untik mengusulian paparan, kortsep [Untangan dan Laporan
7 [petak ! RSkRR :’::’]’“" g than - fpekkm
1empat dan peserta
Al
& [Menyetujui pelaksanman konvens) #sxEa! :l rapat tjam  |Disposisi
Mendistribusik d ! wnda terima undangan
9 RSKEN Undangan rapat 3 har ey
== ]
Riang rapal, FC
’ . | RSH KNI, konsurs, FC RSKKNI. knasumsl,
10 ""”“m"‘m"::::;': m;" dan E:‘ laptop, projector, ATK,| 3 hari  [loicasi, peralatan dar
e daftar hadir, pointer, perfengkapan ropat
(eecarder dan camera
Pelakvana Moty Baks
No Uralan Reglatan Kapaslithaug Penelitl Litkaysss | Kasubag Tata Pihak Kol [ Rarasumber/ Keterungnn
i (Tim Pelaksana) | (Memunjang) Usabia w ot ¥ / Keleagiay Waktu Output
Anatrmoda 1) or/sektor
L
I Daltar hadir, paseria,
bahan pnpasan, ) 4
11 [konvens RSXKNI I | | | I :' fonolmiad cemiatin: | % bt ‘Rtnlah dan berita acara
dan perlengkapan
rapat
12 |Menyusun lporan hoaseni KSKKI | | oot 0N by Lageran i Koovens
Pl
13 | Menyetujui laporan kunsenvi RSKKM E:___] :m"“’" Uhas [Lagoue hasil konvensi
M
14 {Menyusun fertaikian konserm ESKKN! REKKNI 1 gy [RSKKNI
Menyetujui Perbaikan Laporan koovensi
15 |RSKKNI dan memenntahlon penginiman RIKAN | miaggu [RSKKRI
laparan perbaikan RSKKNI ke Keomsenaeer
Mererima perbaikan, mesiparekn dan
16 |menetaphan menpadi SKEM. swna RSKKNI 2 minggu [SKENI
Lmnarimhn hasil SKKNI
17 |Menerima hasil penetapan SKRHI d) SKKN! Ihal [sKM




SOP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP Kp. 80l /[ (3 —BLl~ 20lb
Tgl. ditetapkan 30 -0k — 20lf
Tgl Revisi : -
Tgl. diberlakukan| :
ditetapkan oleh SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN'

E.
a Madya (IV/d)
NIP. 195711191986031009

Pembaharuan Database Pegawai di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
tentang Kementerian Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 tahnu 2009
tentang Rencana Induk Pemenfaatan Teknologi Informasi dan
Teknologi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Perhubungan

Memiliki kemampuan pengolahan database dan menguasai
komputer

Memahami peraturan mengenai kenaikan pangkat, pensiun,
2 kenaikan gaji berkala dan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan data yang akan di input dalam database

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Kenaikan Pangkat
2 SOP Pensiun
3 SOP Kenaikan Gaji Berkala

1 Komputer
2 Printer
3 Peraturan yang berhubungan dengan database

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Keterlambatan dalam data dalam mengisi dan memperbaharui
data-data dalam database membuat data dalam database tidak

1 Sistem database Kementerian Perhubungan

Cara Mengatasi

Perbaharuan data terbaru di input dalam database sesuai

1 dengan waktu yang telah ditentukan




Pelaksana Mutu Baku
. . . Kepala Bagian Kasubag Pengolah Ket
No Uraian Kegiatan B ?m};:g; Kepegawaian | Administrasi Database Kelengkapan Waktu output €
adan € | dan Tata Usaha Kepegawaian | Kepegawaian
Menginstruksikan updating data : : N
1 pegawei ( )= data pegawai 1 jam disposisi
SK kenaikan
menyusun rencana perubahan pangkat, KGB, SK
2 |data pegawai yang perlu Perubahan Jabatan, | 1 hari disposisi
diperbaharui SK Mutasi dan
Promosi
SK kenaikan
mengkonsep daftar perubahan 4 pangkat, KGB, SK
3 |data pegawai yang perlu | _'l Perubahan Jabatan, | 3 hari perubahan
diperbaharui SK Mutasi dan
Promosi
Menerima Hard Copy perubahan
data kepegawaian dan menginput
data terbaru ke dalam sistem v ; Fotokopi
4 |informasi kepegawaian dan sistem — | Perub . data 1 hari | perubahan data
» . pegawai .
informasi jabatan serta kepegawaian
menyiapkan konsep rekapitulasi
data pegawai
Membuat konsep hasil rekapitulasi Konsep rekapitulasi . Km.ﬁ @
9 data p data pegawai 1 hari Rekapitulasi
pegawai pega absen
1o |Memeriksa hasil rekapitulasi dan = ’:I Rekapitulasidata | . |Rekapitulasi data
menyerahkan kepada pimpinan pegawal pegawai
Menerima dan menyetujui . . .
11 |rekapitulasi data pegavai é Rekepitulasidata |/, . |Rekapitulasi data
berkala pegawal pegawat




Nomor SOP

ke soi/\ [i-pTam. 7016

80P
PUSAT PEN ILITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRA! SPORTASI ANTARMODA

Tgl Ditetapkan ol guli g0\l
Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan |
Ditetapkan Oleh KEPALA
PUSAT PE! ELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRAN TASI ANTARMODA
S

1 IMRAN RASYID MBA

Pembina Utama Muda {IV/e)

2. Peraturan Menter| Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimada

3

3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun “

2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasiona!
[ndonesia (SKKMI)

2,

NIF. 19610904 198703 1 001
Pembahasan Internal Penyusunan Rencangan Standar Kompetensi Kerjn Nasional Indonesia (RSKKNI)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
L. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan 1. Peneliti dan/atau OTang yang mempunyai pengetahuan, kemampuan
Multimoda

dan kemauan untuk melakukan penyusunan Standar Kompetens;
kerja Nasional Indonesia {SKKNI)

Dapat mengoperasikan komputer

Dapat bekerjosama dan berkoordinasi dengan pihalk lain

Mengetahui Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional
Indonesia (SKKNI)

Keterkaitan

Peralatun/ Perlengkapan
1. SOP Verifikasi Internal Penyusunan RSKKNI 1. SK Tim Pencliti
2. SOP Verifikasi Eksternal Penyusunan RSKKNI 2. TOR
3. SOP Prakonvensi RSKKN! 3. Komputer {software dan hardware |
4. SOF Konvensi RSKXNI “. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila laporan RSKKNI hasil pembahasan internal RSKKN! tidak ]
sesual dengan hasil yang diharapkan maka harus dilakukan 2
pembahasan internal kembali

4
<. Apabila Um dalam melaksanakan rapat pembahasan internal tdak 4

sesuvi jacwal yang telah ditetapkan, maka penyelesaian SIKKKNI akan
terlambat

3. Apadila administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak lengzap
maka akan berakibat proses penyelesaian RSKKN]

Cara Mengatasi i
1. Menyusun laporan RSKKNI sesuai dengan sistematika dan substansi
2. Membuat penjadwalan pelaksanaan penyusunan RSKKN|

3. Tertib dalam administrasi pelaksanaan kegiatan

Realisasi tim melaksanakan rapat pembahasan internal RSKKNI
Dokumentasi seticp pelaksanaan kegiatan

Arsip secara elektronik dan manual

Laporan RSKKNI cipersiapkan untuk melakukan verikas: internal




Mutu Baku

Menyetujui Laporan RSKKNI

Pelaksana
Uraian Kegiatau Kapuslithang Keterangan
Trans ﬂh";"‘l‘::':m' (:el::?:n eI | Kelenghapin | Wakto Output
Anatrmoda
Menentulan judul SKKNI yang akan disusun
an memerintahican untuk melakukan ‘ ) Lembar Dispozisi Than  [Disposisi
penyusunan RSKKNI ¥
all
Nota dinas, bahan
Menerima Judul RSKKNI yang akan disvsin ] RSKKNI dan bahan
menyiapkan bahan dan mengusulkin E " ) paparan, konsep
pelaksanaan rapat pembahasan internal i Levogn gndmg:m rapat terdin:
penyusunan RSKKNI adwal, tempat dan
peserta rapat
Menyetujus pelaksanaan rapat pembahazan Und rpst {hori |Disposs
internal penyusunan RSKKNI bd o
Meadistnbusikan undangan rapat t[ Und Tanda tertma undangan
pembahasan iatemal penyusunan RSKKNI 3 DARIEAD TN &jun rapal
Ruang rapat,
Menyiapkan konsums|, peraiatan dan E kqnsumu. taptop, konsumsi, lokasi,
perlengkapan rapat pembahiasan intemal projector, Aﬂ(. daftar | | hai  |peralatan dan
pravisunan RSKKNI hs:’dlr.dpo\um. pertengkapan rapat
recorder dan camera
Daftar hadir, peserta,
; bzhan paparan, .

Rapat pembaasan merapenyusenan | [~ ] [T | [ _] honsums, perastn | 1 har [ 040 beri acen
RSKKN dan perlengkapan o

rapat
Meaywsun lsporan hasil rapat peebahasan Konsep Laporan hasil | | anoran hasi eapat
internal penyusunan RSKKNI rapat
Menyetujui laporan hasi tapat pembahasan Lapotan hasd rapat | 1has  [Laporan hsil rapat
internal penyusunan RSKKNT
Menyusun RSKKN! RSKKN] | minggn  |RSKENI

RSKKNI 1han  |RSKKNI




PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

SOP
ﬂ SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN

Nomor SOP | Fp. 8ol /1|21 -84 -~ 2005

Tgl. Ditetapkan : D2 -03 — 201G
Tgl, Revisi : 2D - O - 20|14
Tgl. Diberlakukan
SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ditetapkan oleh -

NIP, 19571119 198603 1 009

Pembuatan Surat Ijin Belajar dan Tugas Belajar Program Beasiswa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang
Pemberian Tugas Belajar;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
3 2016 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Perhubungan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
4 No. 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang
Pemberian Tugas Belajar dan [zin Belajar Bagi PNS.

1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan surat.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1 SOP Kenaikan Pangkat ;

2 SOP Penyesuisan ijasah;

3 SOP Pembebasan Se ara dalam Jabatan Peneliti.

1 Komputer;
2 Prninter;

3 Lembar Kerja.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Apabila pembuatan surat tugas belajar terlambat maka
1 akan mempengaruhi ketepatan waktu pegawai untuk
memulai perkuliahan,

Cara Mengatasi:

1 Surat dibuat tepat waktu.

1 Arsip secara manual dan elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
) i Kepala Bagian Kasubag .
No|U Ki tan . dmini:
©|Fradan Rega Sekretaris Badan | Kepegawsian | Pengembangan Penga strasi Kelengkapan Waktu output Ket
dan Tata Usaha| Pegawai dan Umum
Oreanisasi
Menerima surat
permohonan penerbitan
1 |ijin belajar/tugas belajar ( } Surat Permohonan 1 hari |disposisi
dari unit ketja pemberi
beasiswa tugas/ijin belajar
Surat Keterangan
Mengevaluasi berkas ijin dari Perguruan . . L.
2 h .
belajar/tugas belajar i Tinggi den Jadwal | 2J%™ [disposisi
kuliah
Memeriksa berkas ijin
belajar/ b Surat Keterangan
3 eagens Belajar | _'I dari Perguruan Tiggi| 2jam |disposisi
dan Jadwal kuliah
konsep surat
Mengkonsep surat ijin A 4 . .
4 : . -— 1 Berkas pengajuan 2jam [ijin dan tugas
belajar s belaj X
ajartuges heljar belajar
5 Meneliti konsep surat ijin i konsep surat ijin 3 jam g&nmﬁm;
belajar/tugas belajar dan tugas belajar ¥ X g
belajar
konsep surat
Memeriksa konsep surat i . P
6 |.. . . Konsep surat 1jam |ijin dan tugas
tu, belaj X
ijin belajar/tugas belajar belajar
Menandatangani surat jjin
belajar/tugas belajar, |surat
untuk disampaikan é ijin/tugas
7 |kepada unit kerja pemberi fi";‘f:f S:“" | 1hari [velajar
beasiswa ijin belajar/tugas fin/tugas belsj program
belajar dan pegawai yang beasiswa
bersangkutan




Nomor SOP
Tgl. ditetapkan
SOP Tgl Revisi A' -
Tgl. diberlakukan I
PUS \T PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ditetapkan oleh .
LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN KAPUSLIFBANG TRANSPORTASI LAUT,
SUNGAI, PANAU, DAN PENYEBERANGAN
Pembina Utama MudyM
NIP.19570612 198203 1 002
PENDOKUMENTASIAN HASIL PENELITIAN
Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 ientang Pelayaran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 ientang

1. Memahami tentang pendokumentasian

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, ¢an Tata Kerja 2. Memahami sistem dan presedur penclitian
Kementerian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang - : . st
A Sogend ¥ 3. Memahami proses inversi menjadi data software
Organisasi Kementerian Negara
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
" Kementerian Perhubungan
5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan
' Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Keputusan Meateri Perhubungan Nomor : KM.296/LT.003/ Phb-81 tentang Tata
6.  Cara Tetap Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Perhubungan;
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1, SOP Peminjaman Hasil Penelitian 1. Komputer
2. Perangkat lunak pengolah data dan simulasi
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan: -

apabila dokumentasi penelitian terlambat dibuat maka dapat berdampak
hilangnya data hasil penelitian

1. . Arsip surat tﬁasxf_‘['g ccara mhnfﬁ:ﬁ/eicklronik

Cara Mengatasi

1.

Pendokumentasian setiap hasil data perclitian dalam data base penclitinn
harus cepat dilakukan




MUTU RAKU
Kabid
Kapuslithang
Pengembangan | Kasubid Pengeloln
0  Ursian Jenis tan
. e :. u‘po:::“h::; Teknologl dan | Penunjang | Dokumentasl | Peneliti Kelenghapan Wikte Output
F?Iy.mnn('n Penunjang Penelitlan | dan Publikast
Peneliton e
Memerintahkan kepada seluruh | Hasil penelitinn swakeloly [ispasis|
: peneliti untuk menyampaikan e
hasi peneiian yang dikerjakan ( > 2 Mesll penelitian kelompok
3 Hasil penelitian perocangan
2 [Menyerahkan hasil penelitian | Hawil penelitian swakelola Zhan Daftar hani
1 I 2 Hasit penelitian kelumpok penelitian
3 Hoall penelitian perorangan
& [Mengumpulkan hasil penelitian | Mol penelitinn swakelol 2 hant Daltar haail
yang sudah ditandatangani oleh Y penelitian
bimbing & h | 2 Hesll penelitian ketampok
g o v, | | 3 Hanil penglitian paearangin
A [Menylapkan daftar bl v Dattar hanil peneltian Ajam | Dftar has,
penelitian yang penelitian yang
didokumentasikan hunar
5 [Memeriksa kelenghagan hai iR 1 Hawll penelitian swakelola 3 jam Daftar hesl
penclitin 2 Hasil peelitian kelompok penelitan yang
D— nudah lengkap
secara adminiatrast
3 Handl penelitian peeorangan
 |Melakikan serah terima hasi s T HaWl penciiian swikelo | JUAR | Hasd peneliian
penelitian, melakkan 2 Hasil penelitian kelonspok
penggandann dan penjitidan 3 Hasil penelitian pecorangan
7 [Memenksa hasil penguandaan 1 Hawil penelitian yang sudah Hasl penelitian
dan penjilidan hasil penelitian digandakan dan dijilid 2fam | yangsudah
dyilid dan
dipandakan
] :::Imu,ulg‘ t,’,mdokumcmum D Hadl perielitian Dok:::::‘?.; hasil
penelitian yang sudah diflid 2jam
dan digandakan




Nomor SOP | ¥p.8ol (1 [18 ~aur - 20
Tgl. ditetapkan : 03 -D3} —0ls
Tgl Revisi : %20 - 0b - wlb

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN |ditetapkan ofeh 3 SEKRETARIS
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

v ) Tgl. diberlakukan

NIP, 19571119 198603 1 009
Pencrbitan Hasil Kajlan / Penclitian dalam Warta Penelitian

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 189 Tahun 2016
2 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
3 Nomor : 128/Kep/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan 1 Mecmahami dan g i perihal p
Pungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

Keputusan Bersama antara Kepala Lembaga fimu
Pengetahuan Indonesia nomor : 3719/D/2004 dan Kepala

4 Badan Kepegawaian Negara Nomor : 60 Tahun 2004 tentang | 2 Memahami bidang penclitian transportasi.
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Kepala Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia
5 Nomeor : 02/E/2005 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Peneliti;

Peraturan Kepala Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia
6 Nomor 04/E /2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pungsional Peneliti;

Peraturan Kepala Lembaga [lmu Pengetahuan [ndonesia
7 Nomer 04/E/2011tentang Pedoman Akreditasi Majalah

llmiah.
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 SOP Pelaksanaan Ksjlan Perorangan 1 Komputer;
2 SOP Pegusulan judul penelitian 2 Kertas;
3 Printer.
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:

1 Apabtla penulisan makalah tidak sesual dengan sistematika | | Disimpan sebagai data clcktronik dan manual.

Cara Mengatasi

1 Penulisan makalah harus sesuai dengan sistematika




Pelaksana Mutu Baku
. Kabag Data, )
: Sekretaris Badan . . Kasubag Penyiap
No Uraian Kegiatan Litbang mﬁ:;ﬁ“’ ““"““S“MM Publikasidan | bahan | Peneliti | Kelengkepan | Waktu output Ket
Perhubungan pu) blilcasi Perpustakaan | publikasi
Menginstruksikan pembuatan
daftar usulan peneliti yang harus D
1 menerbitkan tulisan dalam daftar nama 2iam disposisi
warta/jurngl penelitian dan peneliti ]
menyerahkan kepada pengelola
‘warta/jurnal penelitian
mempelajari dan membuat daftar
nenerbyan tusat s y_ s peae
2 |werta/jurnal penelitian dan L‘ disposisi 2 jam yang harus
menyerahkan kepada pengelola membuat jurnal
warta fjurnal penelitian
ginformasikan daftar usulan
pel?eliri yang harus m_anet‘bu'lkm daftar umlgn_
kepada pengelola warta/jurnal membuat jurnal
penelitian
N{engusulkan makalah yang akan '_\ y ) . )
2 |dimuat dalam warta/jurnal | ] |Naskah tulisan Shari | Naskah tulisan
penelitian
Menerima / mmgu.n;‘pulkm
makalsh yang masuk serta W
3 |mencatatkan makalsh dalam - Naskah tulisan | Shar | Defterneskah
daftar usulan makalah yang akan
dilaksanalean
4 |Melalukan koreksi awal terhadap 5 2 E": fartar Naskah apai  [Makalah hasi
sistimatika penulisan E[: lembar | i koreksi awal
L
Melakukan pemilshan dan
§ |pencatatan makalah yang dapat ﬁLn m&fha::;ﬂ 3hari [Mekelah hasl
diteruskan ke Dewan Redaksi pemiahan




FelaKsana Mum Daxu
) Kabag Data, .
. . Sekretaris Badan o Kasubag Penyiap
No Uraian Kegiatan Litbang ““;i‘:t;‘;‘“ Neoungn | Publicasidan | bahan | Peneliti | Kelengkapan | Waktu output Ket
Perhubungen - M}.! 9an | perpustakaan | publikasi
Melakukan Pengiriman malakah X Makalah hasil
6 |kepada Dewan Redaksi untuk p 2hari  |Bukti Pengiriman
dikoreksi
Memberiian Korekel terhadeg
makalah dan Makalah hasil . |Makalah hasil
7 i ikasikan d pemilahan 5 hari |koreksi
|mitra bestari
8 Mengumpulkan hasil koreksi/ é Malkalah hasil 3 hari Daftar makalah
tanggapan dewan redaksi koreksi Hasil korelesi
Melakukan perbaikan makalah ¥ [Makalah yang . |Makalah Hasil
9 |sesnai hasil koreksi {7 |telah dikoreksi | P |perbaikan
Mengumpulkan makalah hasil Hasil perbaikan,
10 |perbailkan penulis dan e 'j soft copy dan 2 hari mﬁh yang
membultukan kembali makalah
Memberikan masukan dan A 4 Malkalah yang . |Masukan dewan
11 | coreksi makalah (— telah Shari o delesi
Menerima kembali makalah hasil
12 |tanggapan dan ek dar mir |__—_' - ”"l “"“““i dewan | ) ypari  [Naskah tulisan
Melakukan editing/ koreksi draft \ — Draft
13 |akhir warta/jurnal penelitian dan !ﬁ warta S hari wara
finalisasi warta/jurnal penelitian penelitian penelitian
\f
PelaKsana MULU DHKU
, Kabag Data, .
. . Sekretaris Badan ' Kasubag Penyiap Ket
No Uraian Keglatan Libang  |Pcnciti(mitra)  Hubungan | o oroidan | behan | Peneli | Kelengkapan | Wakt output
bestar) | Masyarakat dan N
Perhubungan Publikasi Perpustakaan | publikasi
Menerima draft warta penelitian - Draft warta 7 hati Draft warta
H untuk diterbitkan J Penelitian penelitian
mengevaluasi draft werta ,—‘h Draf werta Lhari [Pt warta
15
penelitian penelitien penelitian
mengesahikan draft werta Draft warta Ihari |warta penelitian
16 penelitian untuk di terbitkan D penelitian P




Y
-

sopP
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP ¥ .%01 [ [4 -84- 10k
[Tl Ditetapkan : 15 -06 - 20l
Revisi 5

r—g Diberinkukan H
Ditetapkan Oleh £

SEKRETARIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Pembina Btama Madya |lV/d|
NIP. 195711191986031009

Pengadaan Bahan P

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakasn;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang

1. Memiliki latar belakang pendidikan llmu Perpustakaan

2. Memiliki pe! h di bidang Imu Perp k yang diperoleh dari

2 Perpustakaan; Pendidikan mau pclatﬂmn bldang perpustakaan
3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksannan Undang- 3 M Dokt B! ngjal wn:c:nrmmn::mn“pckr?ua.mkmnl;&lxcpah
Undang Nomor 43 Tahun 2007; dang % P 2 P Smfpml’trpu SRR
4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- |4.Memiliki pengetahuan mengenai koleksi yang telah dimiliki oleh
Undang Nomor 43 Tahun 2007; perpustakaan
s Peraturan Menteri Perhubungan Republik Ind; in N PM 106 5. Memiliki pengetahuan mengenai subjek k yang dibutuhkan oleh
Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Urainn Jenis Kegintan Jabatan di | pengguna perpustakaan
6 Swandar Nasionnl lndoneua Bidang Perpustakaan Nomor SNI1 7496:2009 |6. Mampu melakukan kegiatan penilaian bat m ko yang memiliki
Perp kualitas informasi yang baik
" Raar e M 1 Inek Bidang Perpustal Nomor SNI 7496:2000 ;mﬂﬂd kcm':nn:ni.an be:nemsiasl dengan plhak-pihak yang lerka:t
X P
L el ¢ vang menghasilkan bahan pusmkn berkualitas dan efisiensi anggaran
Keterkai! Peralatan/Perlengkar
1 SOP Pengolahan dan Pelayanan 1. Komputer, printer, jaringan internet
: 2. Alat tulis kantor : Kertas HVS, Pulpen, pensil bil P
2° SOP Media penghapus, tipe-x/ correction fluid
3. Kawmlog Penerbit
Peringatan: Pe /Pendataan:
Ketidakpatuhan terhadap SOP akan mengakibatkan bahan pustaka yang
I  diadakan tidak memiliki kualitas yang baik dari segi informasi, bahan, 1. Daftar inventarisasi literature/buku induk koleksi
serta biaya.
Sebelum melakuk ikan bahan pustaka memilild ) &
2 kualitas info: i ynng baik 2. Buku tata per : surat dan surat keluar
3 Bahan p ka vang datang harus sesuai d bahan pt L
Cara Mengatasi:
I Pastikan kegiatan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam SOP
Pastikan untuk melakukan pcmluumn informasi terkait bahan pustaka
2  yang akan dilakuk P L T i buku, review pembaca,
kelompok baca, dil.
3 Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang bahan pustaka yvang

datang baik darl penerbit buku, jurnal, dan majalah dengan daftar




pustaka untuk pengadaan

pustaka untuk pengadaan

pengadaan yang telah

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan K""'l;ua'd‘" Data, | 4 enala Sub Bagian | Pengolah Bahan
Sekretaris Badan Ma "““”“a an Publikasi dan Publikasi dan Kelengkapan Waktu Output
%Pul ‘l“l ’ Perpustakaan Penerbitan

Menpinf: ilean permi lembar permintaan usulan

uwl;n bahan puut;kn dan b'.hm; s'.lm.':!mm Ilml 1

menerima usulan bahan pustaka - N

dari Pusat-pusat Litbang dan < > fat.ﬂl m":j“::'ma m::"”t 3Jam |Dispoeini

masing-masing bagian di llingk Sekre

Selcretariat Badan Litbang Badan Litt

Mempelajari usulan bahan pustaka | 1 Disposisi 3 jam |Disposisi

Memeriksa daftar usulan bahan Dosposisi; Daftar usulan Daftar usulan judul

pustaka dan mengecek alokasi L’_I liudul pengadaan bahan 56 jam |pengadaan bahan

ketersedinan dana |pustala; DIPA pustala

P— . ' Konsep Daftar judul
dan [__] Daftar usulan judul

daftar prioritas bahan pustaka 1 peng; F 56 jam ::::.nd;:::m untule
Konsep Daftar judul

Mengkonsep Daftar judul bahan r—: Konsep Daftar judul bahan

pustaka untuk pengadaan pustaka untuk pengadaan 58 jara :'hmlz'::“h untuk
Konsep Daftar judul

Memeriksa Daftar judul bahan — |Kensep Daftar judul bahan

pustaka untuk pengadaan 1 I |pustaka untuk pengadaan 2 jam :'hm!:::“h untuke
Daftar judul bahan

Menyetujui Daftar judul bahan O Konsep Daftar judul bahan | jam pustaka untuk

di acc




SOP

PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN

Nomior SOP '

Tgl. ditetapkan

Tgl Revisi

Tgl. Giberlakukan | : /

ditetapkan oleh KAPUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT,
SUNGAI, DAJAU, DAN PENYEBERANGAN

Pembina Utama Mady
NIP, 19570612 198203 1 002

Pengajuan Tema dan Proposal Focus Group Discussion / Roundtable Discussion

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
* 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40
© Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 189 tahun 2015

4. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ;
5 KM.296/LT.003/Phb-81 tentang Tata Cara Tetap
© Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Perhubungan

1.  Memahami tentang pendokumentasian

2.  Memahami sistem dan prosedur pembuatan suret

3.  Memahami proses protokoler

Keterkaitan:

Peralaran/ Perlengikapan:

1. SOP Penyelenggaraan Penelitian
2. SOP Penyusunan Laporan

1. Komputer

2. Perangkat lunak pengolah data dan simulas

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

apabila pengajuan tema/proposal Focus Group
1 Discussion / Roundtable Discussion terhambat, maka
" pelaksanaan Focus Group Discussion / Roundtable
Discussion akan tidak sesuai jadwal

Cara Mengatasi

1. Arsip surat masuk secara manual/elektronik

Dengan mempercepat proses pembuatan tema aan
proposal




Pelaksana Mutu Baku
NO|  Uraian Jenis Kegiatan Kapuslitbang Kasubid Ket
Transportasi | Kabid. PTPP | Penunjang | Peneliti Kelengkapan | Waktu | Output
Laut, SDP Penclitian
Memerintahkan pelaksanaan
1 |Focus Group Discussion / G Berkas I hari | Draft
Roundtable Discussion
Mengajukan konsep tema Focus
2 |Group Discussion / Roundtable Draft 2 jam Drait
Discussion
Menyiapkan konsep tema Focue
3 |Group Discussion / Roundtable r—| _! Draft 2 jamn Draft
Discussion
Memeriksa konsep proposal Focus 1=
4 |Group Discussion / Roundtable Drait 2 jam Tema
Discussion
Membuat dan mcnymp@n . Babisii ‘ Konsep
5 [proposal Focus Group Discussion Referensi 4 jam Prorosdl
/ Roundtable Discussion po
Memeriksa konsep proposal dan
menyerahkan Konsep Propesal Konsep 3 Konsep
i Focus Group Discussion / Lj Proposal S Proposal
Roundtable Discussion Discussion
Menyetujui konsep proposal @ K
p : onsep . Proposal
7 |Focus Group Discussion / Proposs] 1 jam FGD/RTD

Roundtable Discussion




Nomor SOP 7. 8ot [1[20-®U1 206
T dnwirplcan 03 -0} -20C
T8 Revisi 30 -0k - Wio
Tgl diberiakukan
dnetapican aleh SEXRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN
Pembina Madya (IV/d)
NIP. 19571119 198603 1 009

Peagangkatar dalam Jabatan Fusgsional Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula

{Dasar Hulcum:-

|Kusificas: Pelaksans

1

2

UU RI Nemor 5 Tahun 2014 Tentang Aparuras Sipd Negara

Peraturan Pemerintah No. PER/60.M PAN/6/ 2005 temtang
Jabatan Furgssonal dan angka kredunya;

Peraturan Pemenntah Nomaor 16 Tahun 1999 weatang Jabatan
- sonal P PN &

Keputusan Pressden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsonal Pegawai Negen Sgnl.

Keputusan Presaden Nomor 40 Tahun 2003 entang Tusjangan
Perckayasaan,

Peraturan Hersama Kepala Badan Penglapan dan Penerapan
Teknologl (BPPT] dun Kepain BEN Nomor
160/ KA/BPPT/X /2005 dan Nomor 19A Tahun 2005 wentang
Petunjuk Prisksanasn Jabatan Fungsional Teknie Penelitian
dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;

Kepaks BKN Nomeor 160/KA/BPPT/ X/ 2005 dan Nomer 194
Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Tekns: Penelitian dan Perelcayassan dan Angio
Kredtinya.

Peraturan Menters Perhubungan Nomor Pm. 189 Tahun 2016
Tentang Organisani dan Tata Xerna Kemenzerian Perhbubungan

L Latkavasa.

ll_emh-ipmﬂnw dalam jabatan Teknisi

Keterkantan:

{Peralazan/ Periengkapmn

1

2

SOP Kenwikan Pangloat,

SOP Kenatkan dalam jabatarn Teinis Lickayasa

1 Arsp surat masuk secara manual/elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
) Pembinaan
N Urai iatan Sel . Kepala Bagian <al Pengelola
° raian Kegia Badan [::::ﬁ»! Kepegawaian P‘LJL:M al Jabatan | Tim Penilai Kelengkapan Walktu output
dan Tata Usaha dan Tata Fungsional
Usaha
Berkas (ljazah, SK-SK, dan
Menerima usulan sertifikat-sertifikat, surat
1 |Pengangkatan dalam jab (. pernyataan, SK.PNS terakhir |1 hari mm“b’hm
Teknisi Litkayasa SK. Jabatan terakhir, DRP,
DF3 tahun terakhir
‘L. Berkas (ljazah, SK-SK, dan
L sertifikat-sertifikat, surat
2 mmﬁ:x T:::“ - perny SK.PNS terakhir |1hari |Lembar disposisi
SK. Jabatan terakhir, DRP,
DP3 tahun terakhir
¥ Berkas (ljazah, SK-SK, dan
- . — sertifikat-sertifikat, surat
3 |Mempelajari dan memberikan (- pernyataan, SK.PNS terakhir |1hari  |Lembar disposisi
ekl Rl SK. Jabatan terakhir, DRP
DP3 tahun terakhir
Memeriksa kelengkapan L
4 |berkas dan mengeveluasi ] Berkas Usulan lhardi  |Dafter kelengkapan
usulan
v DUPAK (Daftar Usulan
Melalukan penilaian awal dan .
5| memyusun bahan sidang cC3 Berkas Usulan 3 heri pm%psn Angka
¢ [Melaksanakan Sidang Teknisi y DUPAK [Daftar Usulan 1 had Eﬂ"f‘m (Daftar Usulan
Litkayasa dengan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit) "Iﬁ‘;"“‘ Angka
Menyusun Penetapan Angka DUPAK (Daftar Usulan .
7 [kredit (paK) Penetapan Angka Kreditj |2 220 [Konsep PAK
L Konsep PAK, Konsep
8 mﬂt ik’“tpmmm"“ Anglea | Konsep PAK hari  |SK, Konsep SPMT dan
Konsep SMPJ
Menandatangani Penetapan
retriar-yr el v Konsep PAK, Konsep SK, PAK, SPMT, SPMJ SK
9 Fungsional Telmnisi Litkayasa D Konsep SPMT dan Konsep 2hari  [Jabatan Fungsional
dan jatangani SPMT SMPJ Tekmisi Litkayasa,
dan SFMJ




Nomor SOP

Tgl. ditetapkan

SOpP Tg! Revisi : -
Tgl. diberlakukan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTAS] | ditctapkan oleh 3 e
LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN KAPU TRAN ,
U3 80 Al SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

. NELS/ ARUS, M.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19581014 198503 1 003

PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
PM. Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
1. Pehubungan 1. Memahami tentang pencatatan barang masuk dan keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 06/2014 tentang Tata Cara

2. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara 2. Memahami proses inventaris barang

Peraturan Menteri Perhubungan KM. 66 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban )
Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3. Memahami laporan stock opname

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan No.
4. KP.23 tahun 2011 tentang Pedoman Penulisan Laporan Kajian, Penelitian dan
Studi di Lingkungan Badan Penclitian dan Pengembangan

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. Komputer
2. ATK

Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:

apabila permintaan barang tidak dicatat dalam stock opname maka akan terjad. Lock Bk di gud
selisih persediaan barang di gudang dengan barang yang keluar dari gudang 1. stoc Fang di gudang

2. pembukuan SPPB

Cara Mengatasi

Pencatatan barang yang keluar dari gudang harus dilakukan sesuai dengan
permintaan barang




NO| UraisnJenis Kegistan | gaswtbag | ™™ | Besdahan Petugas
Tata Usaha Langsung Matesill Petugas Gudang Pembul Pegawai Kelengkapan Wakta Output
Eselon IV

| |Mengajukan permintaan Surat/nota permintaan [ 50 panie | ision blangko
& s

2 [Persetujuan permintaan Nota permintaan barang | 30 menit | disposisi
barang | ]

3 |Pengecekan ketersediaan Nota permintaan barang | 30 menit disposisi
barang

g S :

4 [Pengisian blangko surat Blangko isian 30 menit | isan blangko
perintah pengeluaran barang
(SPPB)

5 |Persetujuan Blangko isian 30 menit | iséan blangko
pengeluaran/ pengambilan
Larang

6 |Persetujuan pengambilan | Nota permintaan barang | 30 menit disposisi
Larang

7 |Pembukuan pengeluaran Blangka isian 30 menit barang
barang

§ |Penyerahan barang Blangko isian 30 meaft | disposisi




SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP

Fp. 801 /1 (1B - DU -120IS

Tgl. ditetapkan

03~ 23 - WIS

Tgl Revisi

320 - 06 - 20l

Tgl. diberlakukan

ditetapkan oleh s

SEKRETARIS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

'

O, M.E.
Madya (IV/d)
NIP. 19571119 198603 1 009

Pengusulan Pensiun PNS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

UU RI Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

UU Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai
Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

PP RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perbahan keempat
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

1 Dapat mengopera

sikan Komputer.

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Usulan Kenaikan Pangkat.

SOP Pengangkatan/Kenaikan Dalam Jabatan

2 Fungsional Peneliti,

1 Komputer;

2 ATK.

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Apabila terjadi keterlambatan penyampaian berkas-
1 berkas usulan pensiun maka memperlambat pengajuan
pensiun ke Biro Kepegawaian.

Cara Mengatasi

1 Penyampaian berkas-berkas usulan pensiun
disampaikan sesuai waktu yang ditentukan.

1 Arsip surat masuk secara manual/clektronik.




‘ PCMH Mutu Baku
No Uraian Kegiatan .. | KepalaBagian | Kasubbag Ket
¢ m* T T Kelenglapan Waktu | Output
“"8| dan Tata Ussha | Kepegawaian | 70"
-Pusat Litbang dan
Menerima usulan Pensiun Pegawai 1 g:ﬁmﬂ Pusal-Puset Litheng
1. |dari Pusat-Pusat Litbang dan Co 2. Lember Disposi 1 hari Disposisi
Sekretariat Badan '
3. Berkas Usulan Pensiun
1 Surat Usulan Pensiun PNS yang telah
" didisposisi Ses Badan
2. [Mengevaluasi Usulan Pensiun PN3 ‘ : 2, Berkas Usulan Pensiun PN3 2 hari Disposisi
3 Peraturan yang berkaitan dengan Pensiun
" PN8.
3 |Mempelejasi Usulan Peniun PN L iﬁm’f‘p;’mm’é:;qm yang teah
l : 2. Berkas Usulan Pensiun PNS 2 hari Disposisi
3 Peraturan yang berkaitan dengan Pensiun
" PNS.
Berkas Usul Pensiun (Form [sian DPCF,
8K, CPNS, SK PNS, 8K KP, SK Jabatan, 5P Cele List
Memeriksa kelengkepan berkas ) Pelantikan, SPMJ, SPMT, Karpeg, DRP, 5 hari Kelengkapan Berkas
4. |persyaratan Pensiun Pegawai dan " DRH, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Pensiun PNS dan
menyusun konsep surat usulan Foto, KTP, KK, Surat Ketenganan Kulish konsep surat usulan
Analk, Akte Kelahiran Anak, Akta Nikah).
2. Daftar persyaratan Usulan Pensiun PNS
3, Disposisi
5 Meneliti konsep Surat Usulan _é 1. Konsep Surat Usulan Pensiun PNS 2 hari Konsep Surat
" [Pensiun PNS |— 2. Berkas Usulan Pensiun PNS Usulan Pensiun PNS
6, |Memeriksa konsep surat usulan '_LI 1. Konsep Surat Usulan Pensiun PNS 1 heri m g:nI:itun PNS
jun PNS
o 2, Berkas Usulan Pensiun PNS
. Surat Usulan
Menetapkan Surat Usulan Pensiun d , , ,
7. ke Bito Kepegawaian 1. Konsep Surat Usulan Pensiun PNS Lhari |Pensiun PNS Badan

Lithang




Nomor SOP \Cp- Bot/\ JA_pTAm- oG

Tgl. Ditetapkan oL _Aul go\l

Tgl. Revisi

SOoP

Tgl. Diberlakukan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI ANTARMODA

Ditetapkan Oleh KEP.\LA

PUSAT PENELITIAN D N PENGEMBANGAN
TRANSPORTAS ANTARMODA
/

IMIMRAN RASYID, MBA

Pembina Utama Muada (iV/c|
NIP. 196109904 198703 1 001

Prakonvensl Rancangan Standar Komp

ctens! Kerja Nasional indonesia {RSKKNI|

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 201 | Tenta
Multimoda

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 201
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimod,

ng Angkutan

2 Tentang
a

3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2012 tentang Teta Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia [SKKNI}

. Penelits dan/atau orang ying mem
dan kemauan untuk melakukan
Nasional Indonesia {SKKNI)

punyai pengetahuan, kemampuan
penyusunan Standar Kompetensi kerja

Dapat mengoperasikan komputer
Dapat bekerjasama dar, berkoordinasi dengan pihak lain

Mengetahui Tata Cara Penctapan Standar Kompetens: kerja Nasional
Indonesia ([SKINI)

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pembahasan Internal Penyusunan RSKKN|
2. SOP Verifikasi Internal Penyusunan RSXKNI

3. SOP Verifikasi Eksternal RSKKNI

4. SOP Konvensi RSKKNI

1. 8K Tim Penelin
2. TOR

4. Kemputer |Software dan hardware |
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dar Pendataan

1. Apabila laporan RSKKNI hasil Prakonvensi RSKKNI tidak sesuai
dengan hasil yang diharapkan maka harus dilakukan pembahasan
internal kembalii

2. Apablla tim dalam melaksanakan rapat pembahasan internal tidak
sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka penyelesaian SKKNI akan
terlambat

3 Apabila administrasi dalam setia

P pelaksanaan kegiatan tidak
lengkap maka akan berakibat p

roses penyeclesaian RSKKNI

C_ara Mengatasi

1. Menyusun laporan RSKKNI sesuai dengan sistematika dan substans:
2. Membuat penjadwalan pelaksanaan penyusunan RSKKNI

3. Tertib dalam administrasi peleksanaan kegiatan

1. Realisasi tim melaksanakan rapat pembahasan internal RSKRN] [
<. Dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan |
3 Arsip secara elektromnik dan manual B =
4. Laporan RSKKN! dipersiapkan untuk melakukan konvens:




Pelaksans Muta Baku
mo Uratan Koguatan | Dopwiteng | femtt | Gt | Membegtis | FRRECR | Mememmbet | SIS
Anstrmods! (Tim Petakeana) | (Pennajong) Casbs v piar e \Ckap O=tput
Memenntahian RSKEN
im0 SRR e
Mengirum Inporan SKENT ke Kemenaker k’m”m“n * b LSw--civi-wdm
':I:‘ i ST g
Menerima dan mengoreks lapecan RSKKNI i} [taparan RSKKN 2 minggy [has koseksi RSKHN
_m:nummmh '::] :—:gsuqu { bari [10oFan RSKKNI dan
mu;ﬁm'un Geniars (_#) m“&"‘f",\mm 1 bulan fhasd koreksi RSKKNI
o 145 R ki Lagosan Yl koreks
uhkunmm::'gm C? fsfmﬂahh 1 minggu m:,';"d::"_-:
Ej flembar @spasiss, Nota
Ay iies. bahan
P ' m';v | hari |Umangan dan Laporan
of jterdin: jadwal. wmpat
3 idan poscria rapar
:sn'xm o cj Undangan rapat Tjam | Dispesisi
e =
RSKKN! \] ='| l 3 Undangan rapat 3 b I::'m""""""
L
l | fupat, FC
i ax o k i, peeak e | koasuzn, PC RSAKNT, konsumsl,
periengkapan peakenvens KSKANE m‘:zuw‘ﬂ Ihant [loka, peralatan dan
.F‘" ‘K!klwl
recoeder dan camera G
[
Pelakaans Mty Baky
Ko Ursiun Keglatan Koyt Penalith L Kaseh Sarwsumber
P . s Mhldu’h Keleaghapun | Wakty Outgnt
(Tiem Pelakaans) | [Penunjang Psabi sl TR
Daftar kadir, pesena.
hahn paparan, ; -
11 [Puthavensi RSHKN £ C1 ] ] ] e | e i i bt g
perenghagan N
*pal
12 [Menyusun laparan prakonsenvi REKKN I l S A Lhari - {Laporan hasil rapat
13 |Menyetuju laporan praknnsens| RSKRNI ¢ (hopuran basl oapw | 1 han [Laparan hasil rapat
14 Menvwsun Perbaikan prakonsens RSAASH rsmll | mangpy [RSKAN
» |Menvetiu Pecbadkan Lagoran prakeasenv
W d) lm T [Pk




FEEY

SEKRETARIAT BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pembina U

Nomor SOP <p. 801 - - W\ fo
Tgl. Ditetapkan 20 - -
Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
[Ditetapkan oleh SEKRETARIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

a Madya (I1V/d)
NIP, 19571119 198603 1 009

PUBLIKASI WARTA PENELITIAN MELALUI OPEN JOURNAL SYSTEM

Dasar Hulkum

Kualifikasi Pelaksanaan

1 UU Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Keuangan

Mampu Mengoperasikan Komputer (Ms Word, Excel)

Negara
2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2 Mampu melakukan Koordinasi dengan dewan
Perbendaharaan Negara; redaksi dan mitra bestari
3 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 3 Mempunyai pengetahuan dan kemampuan
Negara menangani penerbitan Jurnal llmiah
4 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian
Negara/Lembaga;
5 PP Nomor 45 tahun 2003 Tentang tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan belanja Negara
6 Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman
pelaksanaan APBN;
7 Peraturan Menhub Nomor KM 31 Tahun 2006
Tentang Pedoman Proses Perencanaan
Di Lingkungan Departemen Perhubungan
8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja
kementerian Perhubungan
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1 SOP Pengolahan Bahan Pustaka 1 ATK
2 Komputer
3 Printer
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 Apabila berkas yang di unggah tidak lengkap dan 1 Renstra
tidak sesuai gaya selingkung, harus diberikan 2 Inventarisasi hasil rakornis penelitian
peringatan 3 DIPA
4 POK

2 Alokasi jadwal penerbitan edisi harus diperhatikan

Cara Mengatasi

1 Harus memenuhi kelengkapan berkas data dukung

yang ditentukan




Pelaksana Mutu Bakn
Pejabat
.1] Uralan Kegiatan peneliti Kasubag
m fsebagal | Kabag DEP |Publikasi dan m"'“n | Penelit Kelengkapan Waktu Output
mitra bestard| Perpustaknan Publib
Menginstruksikan Kepada 1 Bahan Makalah
seluruh peneliti untuk
menerbitkan tulisan dalam Makalah terunggah
. warta/jumnal penelitian dan ( } 4 Komputer 1w kedalam sistem
menyerahkan kepada pengelola
warta/jurnal penelitian 3 Jaringan Internet
" ] o |--3 1 Bahan Makalah Malkalah terunggah
enyiapkan dan mengun i kedalam sistem
2 malealsh ke 0J3 I 2 Komputer 1 jam
3 Jaringan Internet
dan \ 1 bahan makalah
menerima bahan —
3 | memeriksa kelengkapan { | 2 Komputer ljam |bahan makalah
3 Jaringan Internet
Melakukan koreksi awal, y 1 bahan makalah bahan makalah
4 |pemilahan dan pencatatan — I 2 Komputer 1 Hari
yang masuk 3 Jaringan Internet
Menyutujui makalah yang akan 1 bahan makalah
5 |diserahkan kepada Mitra ] 2 Komputer Ljam [Pohen makaish
Beatari 3 Jaringan Internet
1 bahan makalah .
. formulir hasil
memeriksa substansi makalah 2 Kompute
6 |dan mengisi form hasi | _'I PR gpari |Pemeriksaan makalah
pemeriksaan 3 Jaringan internet berilut keterangan
4 form hasil layale/ revisi/ditolak
1
formulir hasil )
Mengumpulkan hasi koreksi/ L mekaleh bﬂ:ﬂ; _
T |tanggapan Mitra Bestari dan et fgan lay 1jam
mendidtrubusikan hasil koreksl /
2 Komputer
3 Jaringan Internet
makalah dan makalah yang telah
g |Merevisi makalah dan — F— e |dirori
pmgEnh Kexioal keterangan revisi
. b makalah yang formulir persetujuan
9 :':“ml. IM makalch hasi H | telah direvisi 1jam ‘pemrbdl.an makalah
Menyutujui pencetakan Warta formulir persetujuan mencetak
10 utujuip persetujuan 3jam  |Warta dan tercetaknya
Penelititn CD penerbitan bulou warta penelitian




sop
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI ANTARMODA

Nomor SOP

Xp-€o/\7Z -37AW- g0l
Tgl. Ditetapkan

ot Al goll

Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan
Ditetapkan Oleh

KEPALA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSPORTASIWMODA

Ir. IMRAN RASYID, M
Pembina Utama iuda (IV/c)
NIP. 19610904 198703 1 001

Verifikasi Ekternal Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNT)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Presxien Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan
Multimoda

1. Peneliti dan/atau Orang Vang mempunyai pengetabiian, kemampuan
dan kemauan untuk melakukan penyusunan Standar Kompetensi

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pi 8 Tahun 2012 Tentang kerja MNasioaal Indonesia (SKKN)
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda 2. Dapat mengoperasikan komputer
3. Dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak jamn
3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun <. Mengetahui Tatg Cura Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasienal
2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetens: Kerja Indonesia SKKN)
Nasional Indenesia (SKKNI)
Keterkaitan Peralatar /Perlengka pan
1. SOP Pembahasan Internal Penyusunan RSKKN]

1. SK Tim Penelins

2. SOP Verifikesi Internal Penyusunan RSKKNi 2. TOR

3. SOP Prakonvensi RSKKNI 3 Kemputer {soffware dan hardware)
4. SOP Konvensi RSKKNI 4, ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila laporan REKKNI hasil verifikasi eksternal RSKKNI t.dak

sesuai dengan hasil yang diharapkan maka harus dilakukan
pembahasan internal_kembali

Z. Apabila tim dalam melaksanakan rapat pembahasan internal tidak

sesuat jadwal vang telah ditetapkan. maka penyelesaian SKKNI akan
terlambat

3. Apabila adminisirasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan ticlak
lengkap maka akan berakibat proses penyelesaian RSKKNI

ara Mengatas:

|- Menyusun laporan RSKKNI sesuai dengan sistematika dan substansi
!. Membuat penjadwalan pelaksanaan penyusunan RSKKNI
. Tertib dalam administrasi pelaksanaan kegiatan

I Realisasi tim melaksanakan rapat pembahasan interna! RSKKN)
<4 Dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan
1 Arsip secara elektronik dan manual

+. Laporan RSIKKNI dipersiapkan untuk melakukan prakonvens:




Muty Baky
No Uratan Kegfatan | Ketoran,
Peneliti Kasubag Tats | Narasumber/ AN
(Tism Pebakeans) Ombs | Pk | Nelestops | Wkt o
| Jsternal RSKXNI lembar dispenin 1 jam Disposisi
Menenma penatah untuk mengusulian .
unt
pasaran, kenvep
2 |pelaksanaan rapat venfikasi eksternal Ej Laporan RSKKNI | minggu undangan rapat terdin:
RSKKNI jadwal, tempat dan
DeserTa rapa!
Metyetuyui pelaksanaan rapot vertfikasi s e
3 Jeermal 5K (odanganrapat | 1 hari [Dispostl
Mendistnbuskan undangan rapat verikam . [Tanda tefima undangsn
¢ Leksernal BSKK iw ap | dm
E] Fuarg rapat, FC
Menyiapkon konsumar, peealatan dan REKKM, konsumsi, FC REKKNI, konsumsi,
5 [perenghapan tagat venfican ekternal projector, ATK. [ 1 han [lokasi, peralatan dan
REKKNI hadir, pointer, perlenghapn rapat
recorder dan casess
|
Daftar hadur, pesers,
paparan, .
6 [Kapat verifkasi ekcernal RSKXN EP E':l koamurss, perabran | 1 har ;"‘“"""“"“"
perlengkapan
rapat
Metiyusun laporan hasil rapat verifikas: iNonsep Laporan hanl g
1 ternal RSKKNI 5] ot Ihari | Laporan hasil rapar
8 r“‘"""ﬁ“’s *”"l o ol aporan basrapat [ Thar | Lagorsn has rapa
9 [Menyuzun Perbaikan RSKKNI RSRKN | minggu RSEKNI
10 [Menyenuju Perhatkan Laparan REKKNI ,mm 1 han RIKKNI
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SOP

Jas
- - PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

\ TRANSPORTASI ANTARMODA

Nomor SOP ¥t 8l (g- pTAM - s0lh

Tgl. Ditetapkan ol (Ul Fole

Tgl. Revisi

Tgl Diberlakukan

Ditetapkan Oleh KEPALA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANC AN

TRANSPORTASI ANTARMODA

Ir_ IN RASY MBA,
Pembina Utama Muda 1V/e)
NIP. 19610904 198703 1 00}

Verifikasi Internal Rancengan Standar Kompetensi Karja Nasional Indonesin {RSKKNI)

Dasar Hukum

Rualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan
Multimoda

2. Peraturan Menteri Ferhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor & Tahun
2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetens: Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI)

Peneliti dan/atau orang Yang mempunya: pengetahuan, kemampuan
dan kemauan untuk melakukan penyusunan Standar Kompetensi
kerja Nasional [ndones.a [SKKNI)

2. Dapat mengoperasikan homputer
3. Dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak laimn
4

. Mengetahui Tata Cara Penetapan S:andar Kompetensi kerja Nasional
Indonesia (SKKNI)|

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOF Pembahasan Internal Pernyusunan RSKKNI
2. SOP Verifikasi Eksternal Penyusunan RSKXNI
3. SOP Prakonvensi RSKKNI

4. SOP Konvensi RSKKNI

1. SK Tim Peneliti
2. TOR

3. Komputer {software dan hardware |
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila laporan RSKKNI hasil verifikasi internal RSCRNI tudak sesuai
dengan hasil yang diharapkan maka harus dilakukan pembahasan -
internal kembali

2. Apabila tim dalam melaksanakan rapat pembahasan interi:al tidak
sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka penyelesaien SKKNI akan
terlambat

3. Apabila administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak lengkap
maka akan berakibat proses penyelesaian RSKKNI

1. Realisasi tim melaksanakan rapat pembabasan iniernal RSKENI
> PoX. pemu A

12. Cokumentasi setiap pelaksanaan Kegiatan

3. Arsip secara elektronik dan manual
4. Laporan RSKKNI dipersiapkan untuk melakukin verikas cksternal

Cara Mengatas:

1. |Menyusun laporan RSKKNI sesuai dengan sistematika dan substansi
2 |Merabuat penjadwalan pelaksanaan penyusunan RSKKNI
3 |Tertib dalam administrasi pelaksanaan kegiatan




perlengkapan raput verifikasi internal
RSKKNI

diftar hadir, pointer,
recordee din camera

peticngkapan rapat

Pelaksana Mutu Baku
Uralan Keglatan e ;:::‘“l Peneliti Litkayasa Kasubag Tata Kiingkapan Output Keterangan
i da (Tim Pelaksana) |  (Penunjang) Usaha
Memerintahkan pelakaanaan verifikasi ‘ , .
intecnal RSKKNI lembar disposist Disposisi
Nota dinas, bahan
Menerima perintah untuk mengusulkan Ej jpaparan, konsep -~
pelaksanaan rapat verifikasi mtemal RSKKNI Lapran RIKKN) ‘}mdangan TRp) thedi
jadwal, tempat dan
|peserta rapat
m; :‘l“;‘g,;f’;l"m""' e e q; Undangan rapat Disposisi
Mendistribusikan undangan rapat rapat tlL Tanda terima undangan
verikasi RSKKN) Mofacye o capiat
I l Ruang, rapat, FC
Menyiapkan konsumsi, peralatan dan RSKKNI, konisums, FC RSKKENL, konsums,
laptop, projector, ATK, lokasi, peralatan dan

Rapat venfikas intemal RSKXKNI

|

]

Daftar hadir, peserta,
bahan paparan,
konsumsi, peralatan
dan perlengkapan
rapat

Risalal dan benta acara
rapat

Menyusun laporan hasil rapar venfikasi
ntemal RSKENI

Konsep Laporan has:l
rapat
1]

Laporan hasil rapat

Menyerujul laporan hasil rapat venfikasi
nternal RSKKNI

i
La%an hasil rapat

Laporan hasil rapit

Menyusun Perbakan hasil venfikass
mternal RSKRNI

RSKKNI

RSKKNI

Menyetujii RSKKNI hasil verifikasi intemal

RSKKNI

RSKKNI




